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Hasil Wawancara BPRS BDW 

1. Bagaimana pelaksanaan lelang benda jaminan di BPRS BDW? 

Pelaksanaan lelang dilakukan jika nasabah tersebut sudah wanprestasi atau 

ketidaksanggupan bayar dari nasabah, lelang itu dilakukan sebagai 

alternatif terakhir yang diberikan oleh Bank ke nasabah. Lelang itu tidak 

dilakukan langsung akan tetapi melalui proses yang panjang sebelum di 

eksekusi.. 

2. Mekanisme lelang bagaimana? 

Untuk melakukan lelang itu ada prosedur SOP, jadi ada bebarapa tahapan 

yang harus dilalui dimulai dari si nasabah masuk dalam call 1 sampai 

dengan call 4 jika sudah call 4 berarti sudah macet, walaupun sudah call 

masih diberikkan SP 1 sampai dengan SP 3 jika tidak tetap tidak ada iktikat 

baik ya baru akan didaftarkan ke kantor lelang, dan ini berlaku untuk akad 

murabahah sedangkan mudharabah itu dilihat dari RBHnya jika kurang dari 

50% maka diketegorikan kredit macet. Jadi untuk kategori call itu sendiri 

berbeda-beda pada setiap akadnya.. 

3. Lelang benda jaminan tersebut untuk akad apa saja? 

Lelang sebenarnya untuk semua akad, akan tetapi dilihat dulu akadnya 

kemudian dilihat juga pada jaminan dan hutang dari nasabah.. 

4. Dalam setiap akad lelang yang dilakukan bagaimana, dan bagaimana 

prosesnya sampai barang jaminan tersebut dilelang? 

Pada setiap akad untuk eksekusi lelang sama saja karena sudah diserahkan 

ke kantor KPKNL, untuk proses dari lelang tersebut dilihat terlebih dulu 



akad tersebut apa dan letak dari permasalahannya itu apa, seperti ada kasus 

di BPRS BDW ada sebuah jaminan yang terjadi kredit macet dikarenakan 

bencana alam pada saat terjadi gempa di Yogyakarta kemudian si nasabah 

ini tidak mampu karena usahanya sudah tidak ada, dari pihak BPRS 

memberikan toleransi dan barang jaminan tersebut tidak dilakukan lelang.. 

5. Jika harga lelang kurang dari hutang bagaiman? 

Jika harga lelang tersebut kurang yaitu ditanggung oleh Bank.. 

6. Jika harga lelang melebihi dari hutang, apakah lebih dari hasil lelang 

itu akan dikembalikan ke nasabah? 

Jika hasil dari lelang itu lebih maka akan langsung dikembalikan ke 

nasabah melalui rekening dari nasabah tersebut.. 

7. Apakah sebelum melakukan lelang, pihak BPRS BDW sudah 

melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke pemeilik barang jaminan? 

Terjadi lelang teresbut karena nasabah sudah tidak ada iktikat baik, jadi 

untuk melakukan konfirmasi ke nasabah sudah sering karena sebelum 

lelang kita sebagai Bank selalu melakukan musyawarah terlebih dahulu ke 

nasabah, dan itu sudah dapat persetujuan dari nasabah sebelum melakukan 

lelang dan lelang itu bisa batal jika nasabah mau untuk membayar 

hutangnya ke Bank.. 

8. Barang jaminan tersebut dalam bentu apa? 

Barang jaminan dalam berbagai macam mulai dari mobil,ruko, tetapi 

kebanyakan yang dilelang yaitu rumah ataupun tanah. 

9. Jika nasabah menolak untu dilakukan lelang bagaimana? 



Karena itu sudah kesepakatan dari awal, karena Bank sudah menjelaskan 

dan sudah memebrikan toleransi akan tetapi si nasabah tersebut tidak 

mempunyai iktikat baik di dalam mengangsur hutangnya.. 

10. Bagaiman kasus rill yang sudah terjadi di BPRS BDW? 

Ada bebrapa kasus yang sudah terjadi di BPRS BDW, kira-kira sudah ada 3 

agunan yang sudah didaftarkan ke kantor KPKNL, yaitu baru kemaren 

sudah terjual dalam bentuk jaminan sebuah rumah beserta tanah, ada dua 

jaminan yang satu sudah terjual akan tetapi yang satunya belum. Dan 

akadnya menggunakan akad mudharabah dan ada juga dalam akad 

murabahah.. 

11. Apakah BPRS BDW mengenakan biaya pemeliharaan untuk 

penyimpanan dari barang jamianan? 

Untuk biaya pemeliharaan akan dibendakan ke nasabah sebagai biaya 

beban biaya itu akan dibayar pada saat melunasi hutangnya di Bank.. 

12. Pada akad mudharabah kemaren bagaimana bisa sampai dilelang, 

apakah itu memang sudah dari kesalahan dari nasabah? 

Kemaren pada akad mudharabah nasabah mempunyai usaha untuk 

pembuatan perumah, nah untuk pembuatan perumahan ini otomatis untuk 

pengadaan tahah. Dalam pengadaan tanah si nasabah ini tidak membeli 

secara tunai akan tetapi dia bekerja sama dengan orang yang memiliki 

tanah dan yang nantinya akan dibangun perumahan disana. Sertifikat tanah 

ini masih dalam bentu satu sertifikat dimana asumsi dari nasabah jika 

peumahannya sudah jadi akan dibagai menjadi beberapa kapling dan 



sertifikat tersebut akan dipecah di notaris tapi ditengah perjalanan setelah 

sudah jadi si nasabah ini malah mengambil sertifikat yang sudah  pecah tadi 

tanpa sepengetahuan dari Bank. Masalah ini diketahui oleh Bank pada saat 

sudah terjadi kredit macet di BPRS BDW..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA KANTOR KPKNL 

1. Bank atau lembaga apa saja yang sering ikut lelang? 

Hampir setiap Bank baik itu konvensional maupun syariah yang mendaftar 

ke kantor lelang.. 

2. Dalam waktu dekat, Bank apa  yang sudah dilelang? 

Yang sudah dilelang banyak, tetapi kemarin yang sudah lelang itu agunan 

dari BPRS BDW dengan agunan sebidang tanah dan rumah dengan harga 

jual Rp. 450.050.000.00,.-.. 

3. Bagaiman prosedur untuk ikut lelang? 

Bank itu mengajukan agunan yang akan dilelang kita kemudian diproses 

sampai dengan jadwal yang sudah ditentukan, jika sudah ditentukan 

jadwalnya maka calon pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu 

jika ingin ikut dalam lelang, dan jika nanti ada pemenang maka sisa dari 

limit tersebut akan dibayar dan itu sudah ada di brosur tata cara lelang.. 

4. Ada berapa jenis penawaran di kantor lelang, apakah itu terbuka 

atau tidak? 

Perlu digaris bawahi bahwa lelang itu terbuka untuk umum tanpa harus 

ada yang di tutupi jadi setiap orang bikut ikut lelang, akan tetpi disini jenis 

penawaran yang di kantor lelang ada 3 yang pertama jenis lelang terbuka, 

kemudian lelang tertutup dan terakhir lelang menggunakan aplikasi ALE. 

Ini sudah diatur dalam undang-undang. Yaitu untuk lelang terbuka dan 

tertutup pada UU nomor 27/PMK.06/2012 nah untuk lelang ALE ini 

hanya disinggung dalam UU nomor 90PMK.06/2016.  



5. Bagaimana proses untuk jenis lelang ALE? 

Lelang ALE itu dalam bentuk apalikasi dari kantor lelang, jadi prosesnya 

itu masuk dulu dialamat domain yang sudah tersedia disana kemuidan 

ikuti saja alurnya dan itu sudah ada semua pada tata cara lelang ALE yang 

bisa anda baca di websitenya.. 

6. Bagaimana jika calon pembeli itu tidak jadi untuk mengambil barang 

lelang tersebut, bagaimana nasib dari uang muka yang sudah dibaya? 

Itu sudah ada di persyaratan dan ketentuan lelang pada nomor 17. Jika 

pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai dengan 

ketentuan/wanprestasi, maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya 

sebgai pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Penjabat Lelang, tanpa 

mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1266 

dan pasal 1267 KUH Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh penjual.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tata Cara Lelang Internet 

1. Tata Cara Umum 

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta 

lelang melalui aplikasi lelang internet. Aplikasi lelang internet dibuka dengan 

browser pada alamat domain https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/, dengan 

tata cara sebagai berikut: 

1. Peserta lelang harus sign-in (bagi yang sudah pernah mendaftar) atau sign-

up (bagi yang belum pernah mendaftar) pada alamat domain di atas untuk 

mendaftarkan username dan password masing-masing. Ada beberapa isian 

yang harus dilengkapi dalam proses registrasi ini. Pastikan agar alamat 

email yang didaftarkan valid. 

2. Peserta lelang akan memperoleh kode aktivasi yang dikirim ke alamat 

email masing-masing. Kode aktivasi digunakan untuk mengaktifkan 

username. 

3. Setelah aktif, peserta lelang memilih obyek lelang pada katalog yang 

tersedia. 

4. Setelah memastikan obyek lelang yang dipilihnya, peserta lelang 

diwajibkan untuk: 

o Mendaftarkan nomor identitas/KTP dan NPWP serta dan 

mengunggah softcopy KTP dan NPWP. 

o Mendaftarakan nomor rekening bank atas nama peserta lelang, 

guna kepentingan pengembalian uang jaminan bagi peserta lelang 

tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang. 

5. Peserta lelang akan memperoleh nomor Virtual Account (VA) yang 

digunakan sebagai tujuan penyetoran uang jaminan lelang. Nomor VA 

dapat dilihat dalam menu “Status Lelang” (sesuai username masing-

masing pada aplikasi). 

6. Setelah uang jaminan diterima di rekening penampungan KPKNL sesuai 

ketentuan, dan peserta lelang dinyatakan bersih dari daftar pihak yang 

dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang sesuai ketentuan, 

maka peserta lelang akan memperoleh kode token yang digunakan untuk 

menawar obyek lelang. Kode token dikirimkan ke alamat email masing-

masing peserta lelang. 

7. Penawaran diajukan dengan cara menekan tombol “Tawar (Bid)” dalam 

menu “Status Lelang”. Sebelum mengajukan penawaran, peserta lelang 

harus membaca dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Lelang dengan cara 

mencentang frasa “Saya berkehendak untuk mengikuti lelang serta telah 

membaca dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Lelang ini”. 

8. Penawaran dapat diajukan berkali-kali sampai batas akhir penawaran 

lelang ditutup (closing time). Dalam mengajukan penawaran berkali-kali, 

penawaran berikutnya harus lebih tinggi daripada penawaran sebelumnya. 

9. Setelah batas waktu penawaran lelang berakhir, seluruh penawaran lelang 

direkapitulasi oleh aplikasi sesuai nominal/angka penawaran dan waktu 



penerimaan penawaran lelang. Rekapitulasi seluruh penawaran lelang 

dapat dilihat pada aplikasi (sesuai username masing-masing pada aplikasi). 

Rekapitulasi seluruh penawaran lelang juga dikirimkan ke alamat email 

masing-masing peserta lelang. 

10. Seluruh peserta lelang (baik pemenang lelang maupun peserta lelang) juga 

akan mendapatkan informasi melalui alamat email masing-masing 

mengenai hak dan kewajibannya. 

11. Setiap proses yang dilakukan peserta lelang dan memerlukan tindak 

lanjut/respon dari petugas (Pejabat Lelang maupun Bendahara 

Penerimaan) KPKNL dari aplikasi, dilakukan pada hari dan jam kerja 

KPKNL. 

2. Uang Jaminan Penawaran Lelang 

1. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

o Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan 

yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, disetorkan 

sekaligus (bukan dicicil). 

o Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh 

KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum 

pelaksanaan lelang. 

2. Penyetoran uang jaminan lelang ditujukan ke nomor VA masing-masing 

peserta lelang. Nomor VA akan dibagikan secara otomatis dari aplikasi 

kepada masing-masing peserta lelang setelah mengikuti proses 

pendaftaran. 

3. Penyetoran uang jaminan lelang dapat dilakukan melalui berbagai jalur, 

yaitu: ATM (sepanjang limit transaksi mencukupi), sms-banking, i-

banking, dan teller bank. Peserta lelang harus memasukkan nomor VA 

masing-masing dalam menyetorkan uang jaminan melalui jalur apapun. 

4. Setiap penyetoran dan/atau pengembalian uang jaminan dari dan ke 

peserta lelang dari bank yang sama dengan bank mitra KPKNL 

penyelenggara lelang tidak dikenai biaya apapun. Sedangkan setiap 

penyetoran dan/atau pengembalian uang jaminan dari bank yang berbeda 

dengan bank mitra KPKNL penyelenggara lelang, dikenai biaya transaksi 

perbankan (jumlahnya bervariasi, sesuai ketentuan bank masing-masing) 

dan ditanggung oleh peserta lelang. 

3. Pelunasan 

Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan paling lama 5 

(lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pelunasan kewajiban pembayaran 

lelang tersebut ditujukan ke nomor VA peserta lelang. 

4. Layanan Informasi 



Bagi peminat dapat menghubungi KPKNL terkait atau Call Center DJKN di 

nomor (021) 500991. 



PERSYARATAN DAN KETENTUAN 

PELAKSANAAN LELANG DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS 

TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG MELALUI INTERNET 

PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG 

 

1. Peserta Lelang menyetujui transaksi yang dilakukan melalui aplikasi Lelang 

Melalui Internet dan tidak boleh melanggar peraturan perundang undangan 

yang berlaku di Indonesia. 

2. Peserta Lelang tunduk dan taat pada semua peraturan yang berlaku di 

Indonesia yang berhubungan dengan penggunaan jaringan dan komunikasi 

data, baik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun dari dan 

keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Waktu yang digunakan adalah waktu server. 

4. Peserta Lelang dianggap melakukan penawaran lelang secara sadar tanpa 

paksaan dari pihak mana pun dan penawaran lelang bersifat mengikat dan sah. 

5. Peserta Lelang bertanggung jawab penuh atas transaksi elektronik yang 

dilakukan dengan menggunakan aplikasi Lelang Melalui Internet. 

6. Peserta Lelang wajib menjaga kerahasiaan user ID dan password masing-

masing. Penyelenggara Lelang Melalui Internet tidak bertanggung jawab atas 

segala akibat penyalahgunaan akun Peserta Lelang. 

7. Jangka waktu Peserta Lelang melakukan penawaran:  

1. untuk penawaran tertutup (closed bidding), setelah penayangan objek 

lelang pada aplikasi sampai dengan sebelum penayangan Kepala 

Risalah Lelang. 

2. untuk penawaran terbuka (open bidding), setelah penayangan Kepala 

Risalah Lelang sampai dengan waktu penutupan penawaran lelang. 

8. Lelang yang akan dilaksanakan dapat dibatalkan atas permintaan penjual, 

berdasarkan penetapan / putusan pengadilan, berdasarkan pertimbangan dari 

pejabat lelang, atau karena gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi / 

force majeur, sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

petunjuk pelaksanaan lelang. 

9. Jika terjadi pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang karena permintaan 

Penjual, penetapan atau putusan lembaga peradilan, atau oleh Pejabat Lelang, 

maka Pejabat Lelang memberitahukan kepada Peserta Lelang melalui aplikasi 

Lelang Melalui Internet, surat elektronik (email), telepon, website, short 

message service, dan/ atau papan pengumuman pada Penyelenggara Lelang 

Melalui Internet. 



10. Dalam hal terjadi pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang karena 

permintaan Penjual, penetapan atau putusan lembaga peradilan, atau oleh 

Pejabat Lelang, maka Peserta Lelang tidak berhak menuntut ganti rugi. 

11. Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah 

ditawar / dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang 

terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/ Pembeli tidak berhak 

untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan 

melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. 

12. Pengesahan Pembeli:  

1. Peserta Lelang dengan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau 

melampaui Nilai Limit disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai Pembeli. 

2. Jika terdapat penawaran tertinggi yang sama, yang diterima lebih 

dahulu akan disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai Pembeli. 

13. Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai ketentuan dalam 

Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. 

14. Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai 

atau cek/ giro paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

15. Pembayaran dengan cek/giro hanya diterima dan dianggap sah sebagai 

pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/ giro tersebut 

dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya meneukupi dan dapat 

diuangkan. 

16. Peserta Lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab 

sepenuhnya atas pelunasan kewajiban pemb ay aran lelang dan biaya-biaya 

resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, walaupun dalam 

penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau 

badan hukum atau badan usaha. 

17. Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai 

ketentuan/wanprestasi, maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya 

sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa 

mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 

Pasal 1267 KUH Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. 

18. Pembeli tidak diperkenankan mengambil/ menguasai barang yang dibelinya 

sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli 

melanggar ketentuan ini, maka dianggap telah melakukan suatu tindak 

kejahatan yang dapat dituntut oleh pihak yang berwajib. 

19. Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan 

Pembeli dan harus dengan segera mengurus barang tersebut. 

20. Pembeli akan diberikan Kutipan Risalah Lelang untuk kepentingan balik 

nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila 

yang dilelang berupa tanah dan/ atau bangunan harus disertai dengan 

menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. 



21. Kutipan Risalah Lelang diambil oleh Pembeli atau kuasanya di KPKNL yang 

menyelenggarakan lelang. 

22. Bagi Peserta Lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli, Jaminan 

Penawaran Lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya tanpa 

potongan, kecuali terdapat biaya transaksi yang dikenakan oleh perbankan, 

maka menjadi tanggungan Peserta Lelang. 

23. Dalam hal terdapat gangguan teknis atas aplikasi dalam pelaksanaan Lelang 

Melalui Internet, yang terjadi sebelum atau setelah penayangan Kepala 

Risalah Lelang, Pejabat Lelang berwenang mengambil tindakan sesuai dengan 

ketentuan. 

24. Penyelenggara Lelang Melalui Internet memberitahukan adanya gangguan 

teknis dan/ atau kondisi kahar kepada Peserta Lelang menggunakan aplikasi 

Lelang Melalui Internet, surat elektronik (email , telepon, website, short 

message service, dan/ atau papan pengumuman pada Penyelenggara Lelang 

Melalui Internet. 

25. Dalam hal terjadi pembatalan lelang akibat adanya gangguan teknis dan/ atau 

kondisi kahar terkait pelaksanaan lelang dengan penawaran menggunakan 

aplikasi Lelang Melalui Internet, maka Penjual, Peserta Lelang, dan/ atau 

pihak lain tidak dapat menuntut ganti rugi. 

26. Peserta Lelang tidak akan menuntut Pejabat Lelang, Unit Pengelola TIK, dan 

Penyelenggara Lelang Melalui Internet, baik secara perdata maupun pidana 

dalam hal terdapat kondisi Gangguan Teknis atau permasalahan pada aplikasi 

Lelang Melalui Internet. 

27. Waktu yang ditampilkan oleh aplikasi pada perangkat peserta lelang dapat 

berbeda dengan waktu server pada Penyelenggara Lelang Melalui Internet 

sebagai akibat dari ketidakandalan jaringan komunikasi data yang digunakan 

oleh Peserta Lelang. 

28. Data penawaran yang mengikat dan sah adalah penawaran yang masuk dan 

tercatat sesuai dengan waktu server pada Penyelenggara Lelang Melalui 

Internet, bukan waktu yang ditampilkan oleh aplikasi pada perangkat peserta 

lelang. 

29. Pejabat Lelang, Unit Pengelola TIK, dan Penyelenggara Lelang Melalui 

Internet dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul:  

1. karena kesalahan dan/ atau kelalaian yang dilakukan oleh Peserta 

Lelang atau pihak lain dalam proses penawaran lelang; 

2. karena kegagalan peserta dalam memproses penawaran lelang yang 

diakibatkan oleh gangguan teknis pada jaringan komunikasi data yang 

digunakan oleh Peserta Lelang; dan 

3. akibat tindakan pihak lain yang mengatasnamakan Penyelenggara 

Lelang Melalui Internet dan merugikan Peserta Lelang. 

30. Peserta Lelang setuju bahwa usaha untuk memanipulasi data, mengacaukan 

sistem elektronik dan jaringannya adalah tindakan melanggar hukum. 



31. Semua informasi resmi yang terkait dengan transaksi keuangan hanya dapat 

diperoleh dengan mengakses aplikasi Lelang Melalui Internet. 

32. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai Pembeli barang tidak bergerak harus 

menandatangani Minuta Risalah Lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja 

setelah pelaksanaan lelang. 

33. Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian 

dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan 

umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL yang 

menyelenggarakan lelang. 

34. Khusus untuk pembelian dalam lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk 

pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. 
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I. PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH  DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH 
 

FAKTOR PENILAIAN LANCAR KURANG LANCAR DIRAGUKAN MACET 

1. Ketepatan/Kemampuan 
Membayar  

    

a. Terdapat Pembayaran 
Angsuran Pokok 

� Pembiayaan belum 
jatuh tempo atau 
tunggakan pembayaran 
angsuran pokok belum 
melampaui 3 (tiga) 
bulan; atau  

� Tunggakan 
pembayaran angsuran 
pokok telah 
melampaui 3 (tiga) 
bulan namun belum 
melampaui 6 (enam) 
bulan; atau  

� Tunggakan 
pembayaran angsuran 
pokok telah 
melampaui 6 (enam) 
bulan namun belum 
melampaui 12 (dua 
belas) bulan; atau  

� Tunggakan 
pembayaran angsuran 
pokok telah 
melampaui 12 (dua 
belas) bulan; atau  

 � Tunggakan pelunasan 
pokok belum 
melampaui 1 (satu) 
bulan setelah jatuh 
tempo; dan/atau 

� Tunggakan pelunasan 
pokok telah 
melampaui 1 (satu) 
bulan namun belum 
melampaui 2 (dua) 
bulan setelah jatuh 
tempo; dan/atau 

� Tunggakan pelunasan 
pokok telah 
melampaui 2 (dua) 
bulan namun belum 
melampaui 3 (tiga) 
bulan setelah jatuh 
tempo; dan/atau 

� Tunggakan pelunasan 
pokok telah 
melampaui 3 (tiga) 
bulan setelah jatuh 
tempo; dan/atau 

 � Rasio RBH terhadap 
PBH lebih besar dari 
atau sama dengan 80% 
(delapan puluh persen) 

(RBH ≥ 80% PBH). 

� Rasio RBH terhadap 
PBH lebih dari 30% 
(tiga puluh persen) dan 
lebih kecil dari 80% 
(delapan puluh persen) 

(30% < RBH/PBH < 
80%). 

� Rasio RBH terhadap 
PBH sama dengan atau 
lebih kecil dari 30% 
(tiga puluh persen) 
selama 3 (tiga) periode 
pembayaran. 

(RBH/PBH ≤ 30% 
selama 3 (tiga) periode 
pembayaran). 

� Rasio RBH terhadap 
PBH sama dengan atau 
lebih kurang dari 30% 
(tiga puluh persen)} 
lebih dari 3 (tiga) 
periode pembayaran. 

(RBH/PBH ≤ 30% 
lebih dari 3 (tiga) 
periode pembayaran). 
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FAKTOR PENILAIAN LANCAR KURANG LANCAR DIRAGUKAN MACET 

b. Tidak Terdapat Pembayaran 
Angsuran Pokok 

� Pembiayaan belum 
jatuh tempo; dan/atau 

 

� Tunggakan pelunasan 
pokok belum 
melampaui 2 (dua) 
bulan setelah jatuh 
tempo; dan/atau 

 

� Tunggakan pelunasan 
pokok melampaui 2 
(dua) bulan namun 
belum melampaui 3 
(tiga) bulan setelah 
jatuh tempo; dan/atau 

� Tunggakan pelunasan 
pokok melampaui 3 
(tiga) bulan setelah 
jatuh tempo; dan/atau 

 

 � Rasio RBH terhadap 
PBH lebih besar dari 
atau sama dengan 80% 
(delapan puluh persen) 

(RBH ≥ 80% PBH). 

� Rasio RBH terhadap 
PBH lebih dari 30% 
(tiga puluh persen) dan 
lebih kecil dari 80% 
(delapan puluh persen) 

(30% < RBH/PBH < 
80%). 

� Rasio RBH terhadap 
PBH sama dengan atau 
lebih kecil dari 30% 
(tiga puluh persen) 
selama 3 (tiga) periode 
pembayaran 

(RBH/PBH ≤ 30% 
selama 3 (tiga) periode 
pembayaran). 

� Rasio RBH terhadap 
PBH sama dengan atau 
lebih kurang dari 30% 
(tiga puluh persen) 
lebih dari 3 (tiga) 
periode pembayaran. 

(RBH/PBH ≤ 30% 
lebih dari 3 (tiga) 
periode pembayaran). 

2. Dokumentasi dan Informasi � Mudharib selalu 
menyampaikan 
informasi keuangan 
secara teratur dan 
akurat. 

� Dokumentasi 
pembiayaan lengkap 
dan pengikatan agunan 
kuat. 

� Mudharib 
menyampaikan 
informasi keuangan 
tidak teratur tetapi 
masih akurat. 

� Dokumentasi 
pembiayaan kurang 
lengkap dan 
pengikatan agunan 
kuat. 

� Pelanggaran terhadap 
persyaratan 
pembiayaan. 

� Perpanjangan 

� Mudharib 
menyampaikan 
informasi keuangan 
tidak teratur dan 
meragukan. 

� Dokumentasi 
pembiayaan tidak 
lengkap dan 
pengikatan agunan 
lemah 

� Pelanggaran yang 
prinsipil terhadap 
persyaratan 
pembiayaan. 

� Mudharib tidak 
menyampaikan 
informasi keuangan. 

� Dokumentasi 
pembiayaan dan atau 
pengikatan agunan  
tidak ada 
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FAKTOR PENILAIAN LANCAR KURANG LANCAR DIRAGUKAN MACET 

pembiayaan untuk 
menyembunyikan 
kesulitan keuangan. 
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II. PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH, PEMBIAYAAN SALAM, PEMBIAYAAN ISTISHNA’, 
PEMBIAYAAN QARDH, PEMBIAYAAN IJARAH, PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYYAH BIT TAMLIK DAN TRANSAKSI 
MULTIJASA 
 
A. UNTUK PEMBIAYAAN DI LUAR KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) 

 

FAKTOR PENILAIAN LANCAR KURANG LANCAR DIRAGUKAN MACET 

1. Ketepatan/Kemampuan 
Membayar  

    

a. Masa angsuran 
bulanan 

� Tidak terdapat 
tunggakan angsuran 
atau terdapat tunggakan 
angsuran belum 
melampaui 3 (tiga) 
bulan; dan 

� Tunggakan angsuran 
melampaui 3 (tiga) 
bulan namun belum 
melampaui 6 (enam) 
bulan; dan/atau 

� Tunggakan angsuran 
melampaui 6 (enam) 
bulan namun belum 
melampaui 12 (dua 
belas) bulan; dan/atau 

� Tunggakan angsuran 
melampaui 12 (dua 
belas) bulan; dan/atau 

 � Pembiayaan belum jatuh 
tempo 

� Pembiayaan telah jatuh 
tempo dan terdapat 
tunggakan pelunasan 
pokok belum 
melampaui 1 (satu) 
bulan. 

� Pembiayaan telah jatuh 
tempo dan terdapat 
tunggakan pelunasan 
pokok melampaui 1 
(satu) bulan namun 
belum melampaui 2 
(dua) bulan. 

� Pembiayaan telah jatuh 
tempo dan terdapat 
tunggakan pelunasan 
pokok melampaui 2 
(dua) bulan, atau 

� Pembiayaan telah jatuh 
tempo dan telah 
diserahkan kepada 
Pengadilan Negeri (PN) 
atau Badan Urusan 
Piutang Negara (BUPN) 
atau telah diajukan 
penggantian ganti rugi 
kepada perusahaan 
asuransi kredit/ 
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FAKTOR PENILAIAN LANCAR KURANG LANCAR DIRAGUKAN MACET 

pembiayaan. 

b. Masa angsuran 
kurang dari 1 (satu) 
bulanan 

� Tidak terdapat 
tunggakan angsuran 
atau terdapat tunggakan 
angsuran belum 
melampaui 1 (satu) 
bulan; dan 

� Tunggakan angsuran 
melampaui 1 (satu) 
bulan namun belum 
melampaui 3 (tiga) 
bulan; dan/atau 

� Tunggakan angsuran 
melampaui 3 (tiga) 
bulan namun belum 
melampaui 6 (enam) 
bulan; dan/atau 

� Tunggakan angsuran 
melampaui 6 (enam) 
bulan; dan/atau 

 � Pembiayaan belum jatuh 
tempo 

� Pembiayaan telah jatuh 
tempo dan terdapat 
tunggakan pelunasan 
pokok belum 
melampaui 1 (satu) 
bulan 

� Pembiayaan telah jatuh 
tempo dan terdapat 
tunggakan pelunasan 
pokok melampaui 1 
(satu) bulan namun 
belum melampaui 2 
(dua) bulan 

� Pembiayaan telah jatuh 
tempo dan terdapat 
tunggakan pelunasan 
pokok melampaui 2 
(dua) bulan. 

2. Dokumentasi dan 
Informasi 

� Nasabah selalu 
menyampaikan 
informasi keuangan 
secara teratur dan 
akurat. 

� Dokumentasi perjanjian 
lengkap dan pengikatan 
agunan kuat. 

� Nasabah menyampaikan 
informasi keuangan 
tidak teratur dan 
meragukan. 

� Dokumentasi perjanjian 
kurang lengkap dan 
pengikatan agunan kuat. 

� Pelanggaran yang 
prinsipil terhadap 
persyaratan perjanjian. 

� Nasabah tidak 
menyampaikan 
informasi keuangan. 

� Dokumentasi perjanjian 
tidak lengkap dan 
pengikatan agunan 
lemah. 

� Dokumentasi perjanjian 
dan atau pengikatan 
agunan tidak ada. 
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B. UNTUK PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) 
 

FAKTOR PENILAIAN LANCAR KURANG LANCAR DIRAGUKAN MACET 

1. Ketepatan/Kemampuan 
Membayar  

� Tidak terdapat 
tunggakan angsuran 
atau terdapat tunggakan 
angsuran belum 
melampaui 6 (enam) 
bulan; dan/atau 

� Tunggakan angsuran 
melampaui 6 (enam) 
bulan namun belum 
melampaui 9 (sembilan) 
bulan; dan/atau 

� Tunggakan angsuran 
melampaui 9 (sembilan) 
bulan namun belum 
melampaui 30 (tiga 
puluh) bulan; dan/atau 

� Tunggakan angsuran 
melampaui 30 (tiga 
puluh) bulan; dan/atau 

 

 � Pembiayaan belum jatuh 
tempo. 

� Pembiayaan telah jatuh 
tempo dan terdapat 
tunggakan pelunasan 
pokok belum 
melampaui 1 (satu) 
bulan. 

� Pembiayaan telah jatuh 
tempo dan terdapat 
tunggakan pelunasan 
pokok melampaui 1 
(satu) bulan namun 
belum melampaui 2 
(dua) bulan. 

� Pembiayaan telah jatuh 
tempo dan terdapat 
tunggakan pelunasan 
pokok melampaui 2 
(dua) bulan; atau 

� Pembiayaan telah jatuh 
tempo dan telah 
diserahkan kepada 
Pengadilan Negeri (PN) 
atau Badan Urusan 
Piutang Negara (BUPN) 
atau telah diajukan 
penggantian ganti rugi 
kepada perusahaan 
asuransi kredit/ 
pembiayaan. 

2. Dokumentasi dan 
Informasi 

� Nasabah selalu 
menyampaikan 
informasi keuangan 
secara teratur dan 
akurat. 

� Nasabah menyampaikan 
informasi keuangan 
tidak teratur dan 
meragukan. 

� Dokumentasi perjanjian 

� Nasabah tidak 
menyampaikan 
informasi keuangan. 

� Dokumentasi perjanjian 
tidak lengkap dan 

� Dokumentasi perjanjian 
dan atau pengikatan 
agunan tidak ada. 
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FAKTOR PENILAIAN LANCAR KURANG LANCAR DIRAGUKAN MACET 

� Dokumentasi perjanjian 
lengkap dan pengikatan 
agunan kuat. 

kurang lengkap dan 
pengikatan agunan kuat. 

� Pelanggaran yang 
prinsipil terhadap 
persyaratan perjanjian. 

pengikatan agunan 
lemah. 

 
 
 
 
 
 
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. 
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